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ABSTRAK 

INDRILITA MAULIDYA : TM/NIM 2015/15042034 Pengaruh Implementasi 

Kebijakan terhadap Kinerja perangkat Nagari 

dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di 

Kabupaten Pasaman 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi 

kebijakan terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuanagn nagari 

di Kabupaten Pasaman. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah karena 

masih kurangnya implementasi kebijakan tentang pengelolaan keuangan nagari di 

Kabupaten Pasaman. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan bentuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perangkat nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Bonjol dan 

Kecamatan Simpang alahan Mati Kabupaten Pasaman yang berjumlah 96 orang 

responden. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 88 perangkat nagari yang 

ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% dan 

teknik pengumpulan data  menggunakan teknik Proportionate Stratified Random 

Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket 

yang disebarkan kepada responden dengan pengukuran skala likert. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda. 

 Dari analisis data yang telah dilakukan maka hasil penelitian menunjukan 

bahwa secara parsial pengaruh sub variabel implementasi kebijakan terhadap 

kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten 

Pasaman yaitu: pengaruh variabel komunikasi terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 14,0%, pengaruh variabel 

sumberdaya terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan 

nagari adalah sebesar 17,4%, pengaruh variabel disposisi terhadap kinerja 

perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 10,8%, dan 

pengaruh variabel struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengelolaan keuangan nagari adalah sebesar 18,5%. Secara simultan pengaruh 

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap kinerja 

perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman 

sebesar 19,4%. Sehingga dapat ditarik kesimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pengelolaan keuangan nagari berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. 

 

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, kinerja, pengelolaan keuangan nagari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang dalam 

pelaksanaan pemerintahannya terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Setiap provinsi dan 

kabupaten/kota tersebut mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Asas otonomi menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Menurut  Mardiasmo 

(2002:46) Pada dasarnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian 

daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut berdampak pada perubahahan, 

seperti yang di jelaskan oleh Roni (2016:256) bahwa kebijakan otonomi 

daerah membawa  perubahan yang fundamental dalam hubungan tata 

pemerintahan dan tata keuangan, sekaligus membawa perubahan penting 

dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.  

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 

dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh 

Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul, 2004:18). 

Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
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58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat (5) 

dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan 

keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran 

pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha 

bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan 

kemakmuran rakyat yang merata. 

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 adalah membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka NKRI, demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa 

menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Istilah 

desa seperti yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 

disesuaikan  penyebutannya dengan istilah lain yang berlaku di daerah 

setempat.  Salah satu sebutan lain itu diantaranya  adalah  “nagari‟ untuk di 

Minangkabau. 
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Sejak dikeluarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semua mata 

tertuju kepada desa yang dikarenakan akibat pemberian dana desa yang 

jumlahnya makin besar oleh pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa 

pemerintah serius untuk  memajukan desa. Agar tujuan pemerintah untuk 

memajukan desa dapat terwujud maka tidak bisa hanya mengandalkan 

ketersediaan regulasi saja namun juga dibutuhkan partisipasi dari stakeholders 

terkait dan ketersediaan dana desa. Untuk mencapai kemajuan desa maka 

diperlukan para kepala desa dan perangkat desa yang mempunyai kapasitas 

dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilimpahkan pemerintah. Oleh 

karena itu mereka harus memahami dan mengerti isi kebijakan tentang desa 

sehingga pengelolaan keuangan desa tidak akan mengalami masalah serius 

kedepannya. 

Masalah pengelolaan keuangan desa masih menjadi tantangan yang perlu 

diperhatikan oleh pemerintah. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat (6) 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan 

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Secara regulatif semua 

keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APB Desa/Nagari yang 

pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk dari peraturan perundang-

undangan. Maka hal ini berarti pemerintah desa atau kepala desa sebagai 

kuasa penguna anggaran tidak boleh sembarangan mengelola keuangan desa. 

Selanjutnya dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman 

Nomor 2 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana 



4 

 

 
 

Desa Setiap Nagari dan Perioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten 

Pasaman Tahun Anggaran 2016 pasal 1 ayat (17) dijelaskan bahwa 

pengelolaan keuangan nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan nagari.  

Selanjunya rincian penggunaan anggaran dana desa dalam pengelolaan 

keuangan desa (dalam jumlakbimkonkeudesa 2015) didasarkan pada skala 

prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa dibagi menjadi dua yaitu untuk 

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% dan untuk 

biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Dari total 

keseluruhan biaya belanja aparatur dan operasional pemerintah desa 

digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sebesar 50%, untuk 

operasional BPD sebesar 25% dan untuk biaya tunjangan kesejahteraan 

aparatur pemerintah desa sebesar 25%. Sedangkan total keseluruhan biaya 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk belanja modal 

sebesar 70% seperti biaya perbaikan sarana dan prasaranan publik; penyertaan 

modal usaha masyarakat melalui BUMDes; pengadaan ketahanan pangan;  

perbaikan lingkungan dan keamanan dan kegiatan penting lainnya; dan untuk 

biaya penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 30% seperti 

penunjang kegiatan PKK, LPMD, RT/RW, Karang Taruna dan Hansip. 

Ada beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan nagari selama ini 

yaitu keterbatasan regulasi khusus tentang nagari yang tidak cukup membantu 

wali nagari dan perangkatnya dalam pengelolaan keuangan nagari. Hal ini 
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terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintahan nagari 

dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari. Salah satu 

contohnya adalah Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten 

Pasaman yang terlambat melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBNagari), sehingga proses pencairan Alokasi Dana Desa juga terlambat 

dan tidak terealisasikan tepat waktu. M.Ikhsan Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN 

itu masuk ke kas daerah pada bulan April lalu. Namun baru terealisasikan ke 

kas nagari pada bulan Juni kemarin. Hal itu disebabkan karena Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBNagari) banyak yang terlambat 

melaporkannya (BakiNews, 2017) (diakses pada 20 September 2018). 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Nagari Limo 

Koto pada tanggal 22 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa permasalahan 

dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu terdapat tumpang tindihnya aturan 

yang harus diikuti oleh pemerintah nagari dan banyaknya program lintas 

sektoral yang dibebankan kepada pemerintah nagari sehingga program 

prioritas nagari menjadi terganggu akibat tekanan program dari pemerintah 

yang lebih tinggi. Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak 

Zulfahmi selaku Walinagari Koto Kaciak pada tanggal 25 Maret 2019 beliau 

mengatakan bahwa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan 

nagari diantaranya yaitu sering terjadi perubahan peraturan tentang 

pengelolaan keuangan nagari dan lambatnya informasi perubahan tersebut 

sampai ke pemerintah nagari. Menurut beliau masih kurangnya sosialisasi dari 
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pemerintahan yang lebih tinggi juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan 

keuangan nagari. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis 

menemukan kurang jelasnya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari, dimana peraturan yang sudah 

direvisi tersebut tidak melampirkan secara utuh keseluruhan isi peraturan 

tersebut akan tetapi hanya melampirkan perubahan dari peraturan yang 

sebelumnya saja.  

Selain itu, berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan terdapat beberapa 

masalah dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman seperti 

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur Keuangan Nagari Aia 

Manggih pada tanggal 24 Juni 2019 beliau mengatakan bahwa sering 

terlambatnya informasi pengimplementasian sistem yang baru dalam 

pengelolaan keuangan nagari dari pemerintah yang di atas kepada 

pemerintahan nagari. Sehingga pengurusan APBNagari pemerintahan nagari 

terlambat. Senada dengan hal tersebut Kaur Keuangan Nagari Sundata saat 

wawancara pada tanggal 24 Juni 2019 beliau juga mengatakan bahwa 

informasi perubahan sistem dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten 

Pasaman sering terlambat. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur Keuangan 

Nagari Durian Tinggi pada tanggal 26 juni 2019 beliau mengatakan bahwa 

rancangan APBNagari tidak selalu sinkron dengan sistem yang ada 

disebabkan karena sering dirubahnya sistem pengelolaan keuangan nagari oleh 



7 

 

 
 

pemerintah di atas  sehingga APBNagari yang sudah dirancang sebelumnya 

harus diulang kembali sesuai dengan sistem yang baru akibatnya laporan 

APBNagari terlambat. Selain itu Kaur Keuangan Nagari Koto Kaciak saat 

wawancara pada tanggal 28 Juni 2019 beliau mengatakan bahwa 

permasalahan keuangan nagari di kabupaten Pasaman adalah kurang 

memahaminya tupoksi dan tanggungjawab masing-masing perangkat nagari 

dan masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan 

nagari. Sehingga pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman belum 

dijalankan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan bahwa 

terdapat hasil penelitian yang menyatakan implementasi kebijakan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Haryadi (2015) dengan judul Pengaruh Implementasi 

Kebijakan terhadap Kinerja Pelayanan Publik, dengan hasil yang didapatkan 

bahwa secara empirik implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh 

yang besar terhadap kinerja pelayanan publik di Pemerintah kota Bandung. 

Kemudian Kartini (2016) juga melakukan penelitian yang serupa dengan judul 

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kinerja Pegawai dalam 

Mewujudkan Kualitas Pelayanan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan 

Umrah di Kementerian Agama Kota Bandung, dengan hasil yang didapatkan 

bahwa secara parsial implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kementerian Agama Kota Bandung.  
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Menurut Riant Nugroho (2009: 494 ) implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Adapun teori dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan 

yang dikemukakan oleh Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat variabel 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Mulyadi, 2016 : 68). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Kabupaten Pasaman dengan judul “Pengaruh Implementasi 

Kebijakan Terhadap Kinerja Perangkat Nagari dalam Pengelolaan 

Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Terdapat beberapa nagari di Kabupaten Pasaman yang terlambat dan 

kesulitan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari. 

2. Ditemukan indikasi kecurangan dalam mengelola keuangan nagari pada 

beberapa nagari di Kabupaten Pasaman. 

3. Terdapatnya peraturan yang tumpang tindih dan banyaknya program lintas 

sektoral yang dibebankan kepada pemerintah nagari. 

4. Sering terjadinya perubahan peraturan mengenai pengelolaan keuangan 

nagari dan lambatnya informasi perubahan tersebut sampai kepada 

pemerintah nagari. 

5. Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan yang lebih tinggi. 
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6. Tidak jelasnya isi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari. 

7. Masih kurang memahaminya tupoksi dan tanggungjawab masing-masing 

perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari. 

8.  Masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan 

nagari. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat cukup luasnya permasalahan di atas dan juga karena 

keterbatasan tenaga, dana serta waktu saat penelitian, maka penelitian ini tidak 

mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun 

batasan masalah yang diteliti adalah pengaruh implementasi kebijakan  

terhadap kinerja perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di 

Kabupaten Pasaman. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh komunikasi terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman? 

2. Apakah terdapat pengaruh sumberdaya terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman? 

3. Apakah terdapat pengaruh disposisi terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman? 
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4. Apakah terdapat pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman?  

5. Apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja 

perangkat nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten 

Pasaman? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitan ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman. 

2. Mengetahui pengaruh sumberdaya terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman. 

3. Mengetahui pengaruh disposisi terhadap kinerja perangkat nagari dalam 

pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman. 

4. Mengetahui pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja perangkat nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman. 

5. Mengetahui pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja perangkat 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

konsep ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara 

tentang implementasi kebijakan dan Administrasi Keuangan Publik. 
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2. Secara praktis 

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi perangkat nagari, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

tentang pengelolaan keuangan nagari. 

b. Bagi walinagari, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait 

dengan pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja sehingga 

dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola keuangan nagari. 

c. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan 

yang terjadi dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

dan mendapat gelar sarjana administrasi publik pada jurusan Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. 

  


